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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 

(3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara 

hukum Indonesia wajib memberikan dan menjamin kepastian dan perlindungan 

hukum kepada setiap warga negaranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Di Indonesia ada beberapa hukum yang mengatur mengenai aktivitas kehidupan 

masyarakat contohnya hukum perdata atau hukum privat (hukum perdata materil) 

yang mengatur mengenai hubungan hak dan kewajiban orang perorangan dalam 

mengenai kepentingan pihak-pihak misalnya mengenai warisan. 

Pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta 

kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para 

ahli warisnya. Pada asasnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam 

lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwariskan.1  

Hukum waris ditujukan untuk mengatur tata cara pembagian harta 

peninggalan agar dapat bermanfaat kepada ahli waris dan/atau bagi para pihak yang 

ditinggalkan secara adil dan baik. Agar hal tersebut tidak menimbulkan 

permasalahan hukum kemudian.2 Tujuan yang demikian ini memiliki makna 

bahwasannya harta peninggalan merupakan harta dan/atau hak milik dari pewaris 

yang di dapat melalui usahanya sendiri ataupun di dapatkan karena dirinya 

merupakan ahli waris. Hal tersebut agar ahli waris dapat dibenarkan secara sah di 

mata agama dan hukum bernegara. Demikian pula tujuan dari adanya pewarisan ini 

agar para ahli waris dapat diperbolehkan memiliki harta peninggalan melalui tata 

cara yang sah dan dibenarkan secara adat, agama dan/atau melalui hukum 

bernegara. Hukum waris memiliki tempat yang amat penting dalam hukum Islam. 

Hal ini dikarenakan kewarisan merupakan suatu hal yang pasti dan akan dialami 

                                                             
1 Effendi Perangin, S.H. Hukum waris, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, Hlm 3. 
2 Siti Maghfirotun, “Peralihan Hak Milik Tanah Waris Dalam Hukum Islam”, Media Iuris Vol. 2 

No. 2, Juni 2019, Hlm 218. 
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oleh setiap orang. Selain itu karena kewarisan menyangkut langsung dengan harta 

benda yang ditinggalkan apabila tidak diberikan aturan hukum yang pasti maka 

akan berdampak pada timbulnya sengketa antar ahli waris.3 

Dalam pemberian warisan dapat dilakuakan dengan hibah wasiat atau Legaat 

yaitu seorang yang meninggalkan warisan dalam testament dengan menunjuk 

seorang yang tertentu untuk mewarisi sejumlah barang tertentu. Misalnya rumah, 

mobil, atau juga semua barang bergerak milik orang yang meninggalkan warisan, 

atau hak memetik hasil atau segala harta atau peninggalan (pasal 957 KUH 

Perdata).4 Testament atau surat wasiat memiliki pengertian yang bertolak belakang 

dengan hibah karena wasiat dilakukan atau dilaksanakan dengan menggunakan 

surat wasiat yang berisi pemberian sebagian atau seluruh harta kekayaan khususnya 

hanyalah janji dari pembuatan testamen kepada penerima testamen. Janji itu dapat 

dilaksanakan setelah pembuat testamen itu meninggal dunia.5 

Adapun keberlakuan sistem hukum waris di Indonesia diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Hukum Kewarisan Islam berlaku untuk produk Indonesia yang beragama 

Islam; 

b. Hukum Kewarisan Barat (BW) berlaku pada penduduk yang menganut 

sistem hukum Barat;  

c. Sedangkan Hukum Kewarisan Adat belaku bagi orang-orang yang 

menganut Hukum Adat. Hal tersebut sebagaimana dianut oleh sebagian 

besar masyarakat Indonesia yang tinggalnya jauh dari perkotaan. 

Sistem hukum waris merupakan bagian yang penting dalam mengatur 

hubungan dalam hukum keluarga dalam hal bagaimana menyelesaikan sengketa 

yang terkait dengan pembagian warisan. Ini dapat dipahami bahwa kalau tidak 

diatur dengan baik maka masalah warisan banyak terjadi pertengkaran bahkan 

saling membunuh antara para ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian 

seseorang, segera timbul pertanyaan “bagaimana harta peninggalannya (jika ada)”. 

                                                             
3 Ahmad Azhar Basyir, “Hukum Waris Islam”, Yogyakarta: UII Press 2001, Hlm 3. 
4 Maman Suparman, “Hukum Waris Perdata”, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hlm 139. 
5 Anisitus amanat, “Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Perdata BW”, Jakarta: PT Raja 

Grafindo persada, 2003.Hlm. 81. 
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Setiap orang yang mewarisi tentunya memiliki harta benda yang berbeda jenis 

dan bentuknya, dalam mewarisi tak jarang orang mewarisi sebidang tanah kepada 

ahli warisnya, yang mungkin karena tanah memiliki nilai jual yang tinggi. Tanah 

merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta 

melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan 

dengan tanah dan dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik 

secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Sudah 

merupakan fenomena yang inheren dalam sejarah kebudayaan dan peradaban 

manusia, terutama sejak masa agraris dimana sumber daya berupa tanah mulai 

memegang peranan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan 

manusia6. Tanah adalah suatu harta yang ada di muka bumi ini yang dalam 

sepanjang sejarah peradaban umat manusia tak henti-hentinya memberikan 

problema-problema rumit. Hal ini adalah logis, mengingat bahwa faktor yang 

paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban adalah tanah. 

Tanah bagi kehidupan manusia memiliki makna yang multidimensional. Pertama, 

dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan 

kesejahteraan. Maka tidak akan terlepas dari sengketa hukum atas tanah yang 

merupakan permasalahan mendasar dalam masyarakat, khususnya menyangkut 

tanah. Maka dari itu perlu regulasi atau payung hukum untuk melindungi 

penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah memperoleh 

jaminan perlindungan hukum dari pemerintah mengenai peraturan. Salah satunya 

yaitu mengenai Hak waris terhadap Hak atas tanah. 

Semua permasalahan memerlukan penyelesaian yang tuntas. Apabila 

permasalahannya di bidang pertanahan karena keberadaannya, tanah mempunyai 

hubungan yang sangat erat dengan hidup dan kehidupan manusia, bermacam-

macam jalur penyelesaian yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah 

pertanahan tersebut. Salah satunya adalah dengan penyelesaian sengketa di 

Pengadilan Negeri.  

 

                                                             
6 Hadimulyo, Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar 

Pengadilan, Jakarta: ELSAM, 1997, Hlm 13. 
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Permasalahan sengketa tanah antar waris tersebut saat ini menjadi momok 

karena terpikirkan bahwa warisan tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi 

yang menerima warisan. Sehingga di Indonesia berita mengenai permasalahan 

ketidakakuran antar keluarga karena warisan sering kali terdengar. Seperti yang 

terjadi pada beberapa kasus dibawah ini : 

Beberapa Kasus sengketa waris hak atas tanah masih sering terjadi di 

berbagai daerah. Salah satunya terjadi di Kabupaten Pemalang yang diputuskan 

oleh Mahkamah Agung dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2854 

K/PDT/2009 dimana Ibu Sriyatun, Bapak Sarno, Mulyati Binti Sarno, Turini Binti 

Sarno, dan bapak Kasan semuanya bertempat tinggal di Desa Kendaldoyong, 

Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dalam hal perkara Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 2854 K/PDT/2009 memberi kuasa kepada Moch. Asnan 

Bakri, SH., Advokat, berkantor Jalan Arwana IV Nomor 362 BTN Sugihwaras, 

Pemalang, yang berkedudukan sebagai pihak Penggugat atau para Pembanding. 

Pihak Penggugat atau Pembanding tersebut bersengketa dengan Ibu Sumini Binti 

Ngali bertempat tinggal di Desa Kendal doyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten 

Pemalang, yang berkedudukan sebagai Termohon Kasasi dan pada prosedur 

pengadilan sebelumnya berkedudukan sebagai Tergugat atau Terbanding Pada 

Pengadilan Tinggi Semarang, dimana objek sengketa yang disengketakan adalah : 

a. Sebidang tanah sawah di Blok Asem Desa Kendaldoyong di atas, persil 

Nomor 117 S III seluas 910 m2 (1/8 Bau) leter C Nomor 3.988 dengan batas-

batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. 

b. Sebidang tanah darat yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah 

permanen dasar persil Nomor 94 d I seluas 460 m2 (0,46 da) leter C Nomor 

3988 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan.  

 

Lalu kemudian ada sengketa di Kabupaten Lombok Tengah yang diputuskan 

oleh Mahkamah Agung dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 

K/PDT/2011 dimana Bapak Lalu Suhardi bertempat tinggal di Dusun Telage, Desa 

Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal perkara 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PDT/2011. Pihak Penggugat atau 

Pembanding tersebut bersengketa dengan Ibu Baiq Zainab bertempat tinggal di 
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Dusun Maliklo, Desa Pendem, Kecamatan Janpria, Kabupaten Lombok Tengah dan 

Bapak Selamet bertempat tinggal di Lintek Desa Semaya, Kecamatan Sikur, 

Kabupaten Lombok Timur yang berkedudukan sebagai Termohon Kasasi dan pada 

prosedur pengadilan sebelumnya berkedudukan sebagai Tergugat atau Terbanding 

Pada Pengadilan Tinggi Mataram, dimana objek sengketa yang disengketakan 

adalah : 

a. Tanah kebun seluas 11.900 m2 (1 Hektar 19 Are), Pipil 237 terletak di 

Madapa, Desa Durian, Kecamatan Janapri, Kabupaten Lombok Tengah 

dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. 

b. Tanah sawah seluas 27 Are, Pipil No. 47 terletak di Medapa Desa Durian, 

Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah  dengan batas-batas 

sebagaimana tersebut dalam gugatan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya 

dan mengusulkannya dalam skripsi dengan judul : 

“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA 

WARIS HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 2857 K/PDT/2009 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 

K/PDT/2011)” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Banyak Faktor yang membuat sengketa Hak Atas Tanah, contohnya salah 

satunya faktor Sengketa Waris. Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian 

bagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan dalam memberi putusannya. Disisi 

lain, putusan itu sudah memberikan unsur keadilan kepada para pihak yang 

bersengketa. Maka dari itu penulis juga ingin meneliti mengenai penyelesaian waris 

Hak atas tanah. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya ada 

beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam 

memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2854 K/PDT/2009 dan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PDT/2011 ? 

2. Apakah putusan Majelis Hakim Agung dalam memutus perkara Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 2854 K/PDT/2009 dan Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 1799 K/PDT/2011 telah memenuhi unsur keadilan? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan 

bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu : 

a. Untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim 

Agung dalam memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2854 

K/PDT/2009 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PDT/2011. 

b. Untuk mengetahui apakah putusan Majelis Hakim Agung dalam memutus 

perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2854 K/PDT/2009 dan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PDT/2011 telah memenuhi unsur 

keadilan. 

1.4.2 Manfaat penelitian 

Manfaat Penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Perdata, Hukum Agraria, serta 

Hukum Waris yang mengatur tentang penyelesaian sengketa pertanahan dan 

sengketa waris pada khususnya. 

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak 

hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus pada umumnya Hukum Perdata, 

Hukum Agraria, serta Hukum Waris yang mengatur tentang penyelesaian sengketa 

pertanahan dan sengketa waris pada khususnya.  Selain itu, penelitian ini juga 

bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan. Serta yang 
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paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar 

Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran 

1.5.1 Kerangka Teoritis 

1.5.1.1 Hukum waris 

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang 

telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum Warisan di Indonesia adalah 

suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang 

melahirkan sedikit-banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang.  

Masalah kewarisan berhubungan erat dengan masalah sistem kekeluargaan yang 

dianut. 

 

1.5.1.2 Hukum Waris Menurut Islam 

Hukum waris Islam adalah aturan-aturan yang mengatur tetang adanya hak 

bagi para ahli waris pria dan wanita atas pembagian harta peninggalan atau pewaris 

yang wafat berdasarkan ketetapan Allah SWT. Dalam hukum agama Islam ada dua 

golongan ahli waris, yaitu kesatu, para sobat yang dianggap dengan sendirinya sejak 

dahulu kala sebelum adanya agama islam menurut hukam diarab pada jaman dahulu 

kala, merupakan ahli waris dan kedua adalah orang-orang yang oleh beberapa pasal 

dari kitab AL-Quran ditambahkan selaku ahli waris pula.7 Adapun untuk 

mengidentifikasikan seorang ahli waris beragama Islam pada Pasal 172 Kompilasi 

Hukum Islam menjelaskan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam  diketahui 

dari kartu identitasnya atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan 

untuk bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, agamanya menurut 

ayahnya atau lingkungannya.8 Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat diambil 

sebuah kesimpulan bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam dalam perundang-

undangan di Indonesia seorang ahli waris yang bisa mewarisi pewaris keduanya 

haruslah beragama Islam. Implikasinya adalah ahli waris non muslim bukan ahli 

waris dari pewaris muslim. 

                                                             
7 R. Wirjono Pradjodikoro. Hukum Waris di Indonesia, Bandung: PT. Bale Bandung,1986. Hlm  63. 
8 Ibid. 
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1.5.1.3 Hukum waris menurut hukum perdata barat 

Hukum waris barat adalah himpunan aturan yang mengatur akibat-akibat 

hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan 

orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan 

ini bagi para penerimanya baik dalam hubungan dan perimbangan diantara mereka 

satu dengan yang lain maupun dengan pihak ketiga.9 Menurut A. Pitlo, Hukum 

waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena 

wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh 

si mati mengakibatkan akibat hokum baik dalam hubungan antara pihak pewaris 

dengan ahli waris, maupun dalam hubungan antara pewaris dan ahli waris dengan 

pihak ketiga. Hukum waris yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek mengenal hak 

tiap-tiap waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan. Segala barang harta 

peninggalan itu merupakan suatu kesatuan abstrak, yang dapat dinilai dengan 

sejumlah uang tertentu yang banyaknya dan yang tiap-tiap waktu dapat di bagi-bagi 

dalam pecahan berdasarkan ilmu berhitung menurut perhitungan pada waktu 

meninggalnya pewaris (erflater).10  

 

1.5.1.4 Hukum waris menurut hukum adat 

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang 

bertalian dengan dari abad ke abad penerusan dan peralihan harta kekayaan yang 

berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Selain itu, pendapat 

Soepomo ditulis bahwa Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang 

mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang 

berwujud dan yang tidak berwujud (immateriele goederen), dari suatu angkatan 

generasi manusia kepada keturunannya.11 Menurut Muh. Koesnoe, di dalam 

Hukum Adat juga dikenal tiga asas pokok, yaitu asas Di samping itu, kerukunan, 

asas kepatutan dan asas keselarasan. Ketiga asas ini dapat diterapkan dimana dan 

kapan saja terhadap berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat, asal saja 

                                                             
9 Ibid., hlm. 280.  
10 R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta:Sinar Grafika, 2007.  hlm. 83  
11Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. 
Voricin Vahveve, Bandung, 2009, hlm.47. 
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dikaitkan dengan desa (tempat), kala (waktu) dan patra (keadaan). Dengan 

menggunakan dan mengolah asas kerukunan, kepatutan dan keselarasan dikaitkan 

dengan waktu, tempat dan keadaan, diharapkan semua masalah akan dapat 

diselesaikan dengan baik dan tuntas. 

 

1.5.1.5 Teori Kepastian Hukum 

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. 

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan 

adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai 

wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat 

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa 

dijawab secara normatif, bukan sosiologi. 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma 

adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi 

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 

dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun 

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi 

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya 

aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.12 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian 

tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia 

menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau 

menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan 

hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat 

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan 

                                                             
12 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158. 
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bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. 

Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. 

 

1.5.1.6 Teori Keadilan Hukum 

Teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui 

hukum yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum. 

Baginya, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan 

kesamarataan. Membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. 

Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan 

kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. Arietoteles juga membedakan dua 

macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan 

distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut 

pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap 

orang tanpa membeda-bedakan prestasinya. 

1.5.2 Kerangka konseptual 

Dalam kerangka konsepsional ini penulis berusaha memberi batasan 

mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan proposal 

penulisan ini. Adapun kegunaannya agar pembaca memiliki pemahaman serta 

pandangan pemikiran untuk memahami uraian-uraian selanjutnya dan untuk 

menghindari perbedaan penafsiran diantara penulis dan pembaca. Adapun hal-hal 

berkaitan dengan istilah-istilah atau kata-kata yang terdapat pada proposal 

penulisan yang dimaksudkan oleh penulis, adalah sebagai berikut: 

a. Pewaris yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan 

meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan 

ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam). 

b. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 

hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak 

terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf c 

Kompilasi Hukum Islam) 

c. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang 

berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. 
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d. Harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah 

digunakan untuk keperluan pewaris dari sakit sampai meninggal, biaya 

pengurusan jenazah dan pembayaran hutang-hutangnya. (Pasal 171 huruf e 

Kompilasi Hukum Islam) 

e.  Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau 

lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. 

f. Hibah adalah Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari 

seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. (Pasal 171 

huruf g Kompilasi Hukum Islam) 

 

1.5.3 Kerangka pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 “Indonesia Adalah Negara Hukum” 

Apakah putusan Majelis Hakim Agung 

dalam memutus perkara Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 2854 

K/PDT/2009 dan Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 1799 K/PDT/2011 telah 

memenuhi unsur keadilan? 

 

Apakah yang menjadi dasar 

pertimbangan Majelis Hakim 

Agung dalam memutus Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 2854 

K/PDT/2009 dan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1799 

K/PDT/2011 ? 

Pasal Pasal 833 

Kitab Undang-

Undang Hukum 

Perdata  

Pasal 49 Undang 

Undang Nomor 3 

tahun 2006 

Pasal 171 Kitab 

Undang-undang 

Hukum Perdata 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 

 BAB I PENDAHULUAN 

Bab I yang penulis susun berisikan tentang Judul, Latar Belakang, 

Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 

Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, serta Metode 

Penelitian. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab II penulis menguraikan mengenai Tinjauan Umum Tentang 

Hukum Agraria yang membahas tentang Pengertian Hukum, Pengertian 

Hukum Agraria, Pengertian Sengketa, Serta Tinjauan Umum Tentang Hukum 

Waris yang membahas tentang Pengertian Hukum Waris, Hukum Waris 

Menurut Hukum Islam, dan Hukum Waris Menurut Perdata Barat.  

 BAB III METODE PENELITIAN 

Pada Bab III penulis menguraikan Metode Penelitian secara garis besar 

berisi : (1) Jenis penelitian (2) Pendekatan penelitian (3) Sumber Bahan 

Hukum (4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum (5) Metode Analisis Bahan 

Hukum. 

 BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Pada Bab IV penulis menguraikan tentang mengenai Fakta-Fakta, 

Dasar Terjadinya Sengketa dan Pertimbangan Majelis Hakim Agung Pada 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2854 K/PDT/2009 dan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PDT/2011, dan Analisa Terhadap Hasil 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2854 K/PDT/2009 dan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PDT/2011. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab V penulis membuat Kesimpulan serta Saran sebagai Penutup karya tulis 

ini. 
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